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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Camat
dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Judul ini diambil berdasarkan
permasalahan Peranan Camat yang masih belum efektif dalam
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai
Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
untuk menggambarkan secara menyeluruh dengan mengungkapkan kenyataan-
kenyataan menggunakan pemikiran yang logis dengan menggambarkan,
menjelaskan, dan menguraikan secara sistematis tentang fenomena yang dihadapi
dalam menggunakan kata-kata, kalimat untuk memperoleh kesimpulan dan saran-
saran yang diperlukan peranan camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan
masyarakat guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang kurang mampu.
Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan camat dalam
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masih belum efektif yang mana pada
penelitian ini menggunakan faktor-faktor dalam koordinasi seperti kesatuan
tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin dengan dihubungkan teori
dari Ketaren yang menyatakan bahwa pemberdayaan itu adalah sebuah proses.
Yang artinya seorang camat dalam memberikan tahap kesadaran kepada
masyarakat masih jauh dari harapan yang diinginkan. Selain itu dalam tahap
pengkapasitasan yang diberikan camat seperti pembinaan dan pelatihan kepada
masyarakat belum berjalan maksimal. Serta pada tahap pemberian daya atau
peluang, peranan camat masih kurang baik dan menganggap kualitas manajemen
yang dimiliki masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan untuk dapat
mewujudkan pembangunan nasioanal yang bertujuan mensejahterakan mutu
hidup masyarakat.

Kata-kata Kunci : Peranan, Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the head of subdistrict in role
to coordinate community empowerment activity at Sungai Kakap sub district Kubu
Raya Regency. The title of this study taken because a problem that the head of
subdistrict role still not effective in coordinate community empowerment activity
at Sungai Kakap sub district Kubu Raya Regency. This study is using qualitative
approach to describe every reality that use logical thinking by describe, explain,
and analyze systematically about phenomenon in words, sentense to obtain
conclusions and suggestions that need the head of subdistrict in role to coordinate
community empowerment to increase people’s lives are less able. The conclusions
in this study shows that the head of subdistrict in role to community empowerment
activity still not effective which this study using factors in coordination such as
unity in action, communication, division of job, and disciplines connect to Ketaren
theory stated that empowerment is a process. That mean the head of subdistrict
provide awareness to the public stage is still far from the desired. The other than
that in stage the head of subdistrict capacity given as guidance and training to
people not running optimally. And the step of administering power or opportunity
still not good role and assume management of the community’s quality is still far
from what is expected to be able to realize the national development aimed at the
welfare of the community’s quality of life.

Keywords : Role, Coordination, Community Empowerment
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara

kepulauan yang memiliki kekayaan

sumber daya alam yang melimpah.

Kekayaan tersebut menjadi modal

penting dalam pembangunan bangsa

Indonesia. Di samping itu Indonesia

juga di kenal sebagai negara

majemuk yang kaya akan

keberagaman suku, budaya, agama

maupun sejarah. Pembangunan

didaerah tidak dapat dipisahkan dari

penyelenggaraan pemerintah

kecamatan, yang merupakan unit

terdepan setelah desa dan kelurahan

yang menjadi tonggak strategis

dalam keberhasilan seluruh program

pembangunan. Karena itu merupakan

upaya untuk memperkuat dan

memberdayakan masyarakat di

tingkat kecamatan merupakan

langkah dalam mempercepat

terwujudnya kesejahteraan bagi

masyarakat.

Untuk mengakomodir aspirasi

masyarakat yang terus berkembang,

serta dalam menghadapi perubahan

yang terjadi baik dalam lingkungan

nasional maupun lingkungan

internasional yang secara langsung

akan berpengaruh pada roda

pemerintahan dan pelaksanaan

program pembangunan di negara

kita, maka diperlukan adanya suatu

pemerintahan kecamatan yang

tangguh dan di dukung oleh sistem

dan mekanisme kerja yang

profesional dalam memberikan

pelayanan yang baik kepada

masyarakat. Pemerintahan

kecamatan harus benar-benar siap

dan mampu untuk mengelola setiap

potensi yang ada dalam lingkungan

masyarakat untuk dapat mewujudkan

kesejahteraan bagi rakyatnya.

Banyak program-program

pembangunan dan pemberdayaan

dari pemerintah yang bertujuan untuk

menuntaskan kemiskinan dan lebih

memberdayakan masyarakat.

Kecamatan Sungai Kakap

merupakan salah satu yang mana

melaksanakan program dari

pemerintah seperti raskin, BLT,

inpres desa tertinggal dan berbagai

program lainnya. Agar program-

program pemberdayaan masyarakat

berjalan dengan lancar, maka

diperlukannya peranan camat dalam

mengkoordinasikan dan mengawasi
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program tersebut. Dari hasil

penelitan yang dilakukan

menunjukkan peranan camat dalam

mengkoordinasikan kegiatan

pemberdayaan masyarakat belum

maksimal. Dengan adanya program

seperti pemberdayaan masyarakat

dari unit kerja pemerintah yang mana

tidak dikoordinasikan dan diawasi

secara efektif oleh Camat.

Berdasarkan undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, maka

penyelenggaraan otonomi daerah

yang sesuai dengan undang-undang

tersebut dalam substansinya juga

mengalami suatu perubahan, namun

pada esensinya tetap menggunakan

prinsip otonomi sebagaimana

mestinya dalam arti daerah diberikan

kewenangan untuk mengurus dan

mengatur semua unsur pemerintahan

di luar yang menjadi urusan

Pemerintah Pusat. Daerah memiliki

kewenangan membuat kebijakan

daerah untuk memberikan pelayanan,

peningkatan peran, serta prakarsa

dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan pada peningkatan

kesejahteraan rakyat.

Pada kebijakan otonomi daerah

tersebut terjadinya perubahan secara

struktural, fungsional dan kultural

terhadap keseluruhan tatanan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Salah satu perubahan yang

sangat esensial adalah berkenaan

dengan kedudukan, kewenangan,

tugas dan fungsi Camat. Perubahan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah tersebut mengakibatkan

kewenangan camat menjadi sangat

bergantung pada pendelegasian

sebagian kewenangan pemerintahan

Bupati/Walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan

penyelenggaraan pemerintahan

umum terhadap optimalisasi peran

dan kinerja camat dalam upaya

memberdayakan masyarakat.

Otonomi akan terlaksana apabila

didalamnya terdapat partisipasi

masyarakat atau dalam kata lain

masyarakat dapat diperdayakan

dengan baik.Pentingnya partisipasi

masyarakat merupakan salah satu

elemen dalam mendorong

terciptanya good governance.

Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

menjelaskan bagaimana camat
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melaksanakan berbagai urusan

administrasi kependudukan dan

perijinan, pembina dan pengawas

pemerintahan desa, pelayanan dasar

sektoral mulai dari urusan

kemiskinan, serta pemberdayaan

masyarakat dan upaya-upaya konkrit

mensejahterakan masyarakat. Yang

kemudian menjadikan camat pada

posisi strategis dalam

penyelenggaraan pelayanan publik

setelah kabupaten/kota, sekaligus

menjalankan fungsi kontrol atas

pelayanan publik yang dilaksanakan

oleh pemerintah desa. Pemerintah

kecamatan merupakan tingkat

pemerintahan yang mempunyai

peranan penting dalam

mengkoordinasikan pemberdayaan

masyarakat di wilayahnya.

Selain melaksanakan tugas-

tugas umum pemerintahan Camat

juga melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh

pemerintahan di atasnya untuk

menangani sebagian urusan otonomi

daerah yang meliputi aspek

perizinan, rekomendasi, koordinasi,

pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penetapan, penyelenggaraan,

kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelimpahan sebagian wewenang ini

dilakukan berdasarkan kriteria

ekternalitas dan efisiensi.

Eksternalitas yang dimaksud adalah

kriteria pelimpahan urusan

pemerintahan dengan memperhatikan

dampak yang timbul sebagai akibat

dari penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan. Apabila dampak yang

ditimbulkan bersifat internal

kecamatan, maka urusan

pemerintahan tersebut menjadi

kewenangan camat. Sedangkan yang

dimaksud dengan efisiensi adalah

kriteria pelimpahan urusan

pemerintahn dengan memperhatikan

daya guna tertinggi yang dapat

diperoleh dari penyelenggaraan suatu

urusan pemerintahan dilingkup

kecamatan. Apabila urusan

pemerintahan lebih berdayaguna

ditangani oleh kecamatan, maka

urusan tersebut menjadi kewenangan

camat.

Untuk menyikapi hal tersebut

diharapkan keterlibatan dari semua

aspek yang bersifat positif untuk

mendukung terciptanya

kesejahteraan yang menyeluruh.

Setiap individu maupun kelompok-

kelompok dalam masyarakat
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memiliki peran aktif yang sangat

mempengaruhi dalam melakukan

kontrol untuk menunjang kinerja

pemerintahan. Yang mana di tingkat

pemerintah kecamatan mempunyai

peranan penting dalam

mengkoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan pemberdayaan masyarakat

di wilayahnya.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di

atas dan banyaknya tugas-tugas yang

harus dilaksanakan oleh camat baik

di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan

serta tugas-tugas pembatuan lainnya,

maka ruang lingkup penelitian

dibatasi pada Peranan Camat dalam

Mengkoordinasikan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Di

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten

Kubu Raya.

3. Rumusan Masalah Penelitian

Mengingat luasnya cakupan

tugas pokok dan fungsi kecamatan

dalam penyelenggaraan

pemerintahan, maka peneliti

membatasi pembahasan pada

Peranan Camat dalam

Mengkoordinasikan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Di

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten

Kubu Raya. Adapun rumusan

permasalahan yang akan dipaparkan

oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Camat

dalam Mengkoordinasikan

Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan

Sungai Kakap Kabupaten Kubu

Raya ?

2. Faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi pelaksanaan

tugas camat dalam

pemberdayaan masyarakat di

Kecamatan Sungai Kakap ?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan

yang dirumuskan diatas, maka

penelitian yang dilakukan peneliti

adalah untuk mengetahui peranan

camat dalam mengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan

masyarakat. Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mendeskripsikan

upaya camat dalam

mengkoordinasikan

pemberdayaan masyarakat di
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Kecamatan Sungai Kakap

Kabupaten Kubu raya.

2. Untuk mengetahui faktor

yang mempengaruhi

pelaksanaan pemerintah

dalam mengkoordinasikan

pemberdayaan masyarakat di

Kecamatan Sungai Kakap

kabupaten Kubu raya.

5. Manfaat Penelitian

Ada beberapamanfaat yang

dapatdiambildarihasilpenelitian

yang

dilakukansecarateoritisdansecarapra

ktisyaitu:

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti,

untukmeningkatkanpenget

ahuandanketerampilandala

mmelakukanpenelitiandala

mupayamengungkapkanm

asalah yang dihadapi.

2. Bagipengembanganilmu

pengetahuan,

diharapkanhasilpenelitiani

nidapatbergunabagipenge

mbanganilmupemerintaha

nsebagaiupayamenciptaka

npemerintahan yang

responsive, aspiratif,

innovatif, dan kreatif.

1.5.2.ManfaatPraktis

1.Bagi Pemerintah, diharapkan

dapatmemberikan

sumbangan pemikiran

secara konsepsional

kepada pemerintah

Kabupaten Kubu Raya,

agar camat dapat

menyelenggarakan

pemerintahan sesuai

dengan harapan dan

keinginan.

2.Bagi Masyarakat,

meningkatkan keterlibatan

dan peran masyarakat

dalam menyelenggarakan

pemerintahan yang dapat

meningkatkan pelayanan

yang diberikan kepada

masyarakat.
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B. KERANGKA TEORI DAN

METODOLOGI

1. Kerangka teori

Menurut Sedarmayanti

(2004:33) peranan merupakan

sebuah landasan persepsi yang

digunakan setiap orang yang

berinteraksi dalam suatu kelompok

atau organisasi untuk melakukan

suatu kegiatan mengenai tugas dan

kewajibannya. Sedangkan Menurut

Soekanto (2002:234) peranan yaitu

aspek dinamis kedudukan (status),

apabila seseorang melaksanakan hak

dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka dia

menjalankan suatu peranan.

Menurut Hasibuan (2006:85)

berpendapat bahwa koordinasi

adalah kegiatan mengarahkan,

mengintegrasikan, dan

mengkoordinasikan unsur-unsur

manajemen dan pekerjaan-pekerjaan

para bawahan dalam mencapai tujuan

organisasi. Hasibuan (2006:88)

berpendapat bahwa ada beberapa

faktor-faktor yang mempengaruhi

koordinasi, sebagai berikut :

Kesatuan tindakan, Komunikasi,

Pembagian Kerja, Disiplin.

Berdasarkan faktor-faktor koordinasi

yang telah diungkapkan oleh

Hasibuan, maka koordinasi yang ada

di Kecamatan Sungai Kakap kurang

efektif dalam mengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu diperlukannya beberapa

tahapan-tahapan yang dapat

membantu peranan camat dalam

mencapai hasil yang efektif untuk

dapat mewujudkan masyarakat yang

sejahtera.

Menurut Ketaren (2008 : 178-

183) pemberdayaan adalah sebuah

“proses menjadi” bukan sebuah

“proses instan”. Sebagai proses
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pemberdayaan mempunyai tiga

tahapan yaitu: tahap penyadaran,

tahap pengkapasitasan, dan tahap

pemberian daya.Dari Beberapa

proses pemberdayaan di atas

hendaknya memberikan jawaban

terhadap peneliti dalam

menyelesaikan penulisan ini sesuai

dengan harapan  yang

diinginkan. Untuk itu peneliti

memilih teoriKetaren yang dinilai

cocok dalam melakukan penelitian

pada saat dilapangan

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam

penelitian

iniadalahdeskriptifdenganmenggunak

anpenelitiankualitatif.Penggunaan

penelitian

kualitatifyaitudenganmenggunakan

data yang

dihasilkandaripenelitianiniberupawa

wancaradanjawabanpertanyaandariku

esioner yang

diberikan.Alasanmengapa peneliti

penggunaanmetodepenelitiandeskript

ifdalampenelitianinikarenadianggaps

esuaidalammenganalisis peranan

camat dalam mengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan masyarakat

di Kecamatan Sungai Kakap.

Pada penelitiankualitatif yang

digunakansebagai instrument atau

alat penelitian adalah peneliti itu

sendiri. Sugiyono (2011:306) peneliti

kualitatif sebagai human instrument

berfungsi menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai

sumber data, melakukan

pengumpulan data, menilai kualitas

data, analisis data, menafsirkan data,

dan membuat kesimpulan atas

temuannya.

Adapun pengujiankredibilitas

data penelitian yangakandigunakan

penelitidengancarateknik triangulasi.

Menurut Moleong (2012:321)

Keabsahan data merupakan konsep

penting yang diperbaharui dari

konsep kesahihan (validitas) dan

(reabilitas) menurut versi positivisme

dan disesuaikan dengan tuntutan

pengetahuan, kriteria dan

paradigmanya

sendiri.Triangulasidiperlukankarenas

etiapteknikmemilikikeunggulandank

elemahannyasendiri.Dengandemikia

n

triangulasimemungkinkantangkapanr

ealitassecara lebih valid.
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Teknik penelitian yang

digunakan peneliti yaitu dengan

menggunakan Triangulasi teknik

yang mana menguji kredibilitas data

yang dilakukan dengan mengecek

data pada sumber yang sama dengan

menggunakan teknik yang berbeda.

Selain itu peneliti juga menggunakan

Triangulasi sumber sebagai salah

satu dalam menguji kredibilitas data

dengan cara mengecek data yang

telah diperoleh melalui beberapa

sumber. Data yang telah di analisis

oleh peneliti sehingga menghasilkan

suatu kesimpulan selanjutnya

dimintakan kesepakatan (member

chek) dengan menggunakan ketiga

sumber data tersebut. Jadi triangulasi

merupakan cara terbaik untuk

menghilangkan perbedaan konstruksi

kenyataan yang ada dalam konteks

sewaktu mengumpulkan data tentang

berbagai kejadian dan hubungan dari

berbagai pandangan.
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C. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. PerananCamat dalam

Mengkoordinasikan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di

Kecamatan Sungai Kakap

Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Ketaren, proses dalam

pemberdayaan melalui 3 tahapan

yaitu: tahap penyadaran, tahap

pengkapasitasan, dan tahap

pemberian daya yang mana ketiga

tahap tersebut membutuhkan

koordinasi dalam melaksnakannya.

Menurut Hasibuan ada 4 faktor yang

mempengaruhi koordinasi, yakni

sebagai berikut: kesatuan tindakan,

komunikasi, pembagian kerja, dan

disiplin.

Pertama kesatuan tindakan.

Kesatuan tindakan dalam

pemberdayaan masyarakat belum

cukup baik. Kedua komunikasi.

Komunikasi yang terjalin antara

camat dengan bawahan harus saling

berhubungan satu sama lain. Ketiga

pembagian kerja. Pembagian kerja

baik camat, sekcam maupun kepala

desa memiliki tugas masing-masing

yang telah diatur dalam undang-

undang yang berlaku. Dan keempat

disiplin. Disiplin menjadi hal yang

penting dalam menciptakan suatu

koordinasi yang baik dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat.

Dari keempat faktor di atas

bahwa peranan camat dalam

mengkoordinasikan kegiatan
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pemberdayaan  masyarakat masih

belum efektif dan dalam

pelaksanaannya camat Pada tahap

penyadaran peneliti menyimpulkan

bahwa koordinasi yang terjalin antara

camat terhadap bawahan maupun

masyarakat masih kurang dari apa

yang diharapkan. Hal ini dilihat dari

faktor-faktor berupa kesatuan

tindakan, komunikasi, pembagian

kerja, dan disiplin yang tidak

terlaksana dengan baik. Adapun

program yang pemerintah luncurkan

untuk masyarakat dalam

pemberdayaan mempunyai tujuan

mensejahterakan kehidupan

yang lebih baik untuk masyarakat

yang kurang mampu dalam

meningkatkan penghasilan dan

pengetahuannya. Akan tetapi,

peranan camat dalam

mengkoordinasikan kegiatan

pemberdayaan dalam memberikan

kesadaran terhadap masyarakat

masih jauh dari harapan.

Selanjutnya pada tahap

pengkapasitasan dimana masyarakat

menerima pembinaan atau pelatihan

yang dilakukan oleh camat dengan

mengelola manajemen diri dan

sumber daya yang dimiliki

masyarakat, dengan tujuan untuk

mensukseskan program yang telah

disusun oleh pemerintah agar

masyarakat tersebut dapat

diberdayakan semaksimal mungkin

dalam pembangunan yang berguna

mensejahterakan masyarakat. Pada

tahap pengkapasitasan ini peranan

camat dalam koodinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat sudah

cukup baik dalam memberikan

pembinaan dan pelatihan kepada

masyarakat, akan tetapi peran camat

tersebut masih dianggap belum

maksimal oleh masyarakat dalam

pemberdayaan di kecamatan sungai

kakap.

Dan Pada tahap pemberian

daya, berdasarkan dari kedua tahap

diatas dapat disimpulkan masih

kurangnya peranan camat dalam

memberikan peluang kepada

masyarakat, sehingga masyarakat

tidak diberdayakan dengan baik yang

mana rata-rata kualitas manajemen

yang dimiliki masih jauh dari apa

yang diharapkan untuk  dapat

mewujudkan pembangunan nasioanal

yang bertujuan untuk
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mensejahterakan masyarakat yang

kurang mampu.

Untuk itu hendaknya camat

dalam hal ini mampu

mengkoordinasikan kegiatan

pemberdayaan masyarakat, agar

masyarakat lebih mandiri dalam

mensejahterakan kehidupan yang

lebih baik lagi. Maka peneliti

memberikan beberapa saran-saran

sebagai masukan untuk dapat

meningkatkan mutu dan manfaat

penelitian ini di Kecamatan Sungai

Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Adapun saran tersebut sebagi

berikut.

1. Camat hendaknya harus jelas

dalam memberikan suatu

arahan terhadap masyarakat

mengenai penyadaran pada

pola pikir masyarakat betapa

pentingnya suatu

pemberdayaan dilakukan

dalam pembangunan, dengan

tujuan untuk menciptakan

masyarakat yang mandiri tanpa

harus bergantung pada

pemerintah kecamatan.

2. Camat hendaknya memberikan

kapasitas kepada masyarakat

berupa pembinaan atau

pelatihan dalam pengembangan

pembangunan, yang mana

masyarakat tersebut dapat

menggali potensi yang

dimiliki.

3. Camat harus memberikan

peluang kepada seluruh

masyarakat, agar masyarakat

paham akan pentingnya

pemberdayaan yang dilakukan

untuk dapat meningkatkan

kehidupan masyarakat yang

lebih baik kedepannya.

2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang

peneliti temukan pada saat

dilapangan yaitu : Kurangnya

pengetahuan informan menjadi

kendala peneliti dalam melakukan

penelitian, maka dari itu peneliti

harus pandai mengolah kata agar

dapat dimengerti oleh informan

tersebut dalam memperoleh data

yang diinginkan. Keterbatasan

waktu penelitian yang diberikan

kepada peneliti kurang lebih 2

minggu membuat peneliti sulit

untuk mendalami permasalahan

yang terjadi di lapangan, sehingga

informasi yang diperoleh peneliti
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tidak maksimal. Terbatasnya judul

yang diberikan untuk diteliti,

membuat peneliti diharuskan

mengambil judul yang berkaitan

dengan pemerintahan. Selain itu

peneliti menyadari masih banyak

kekurangan dalam penulisan skripsi

ini, dikarenakan peneliti masih

pemula dan masih terlalu kaku

untuk merangkai kalimat dalam

penulisan. Maka dari itu peneliti

mengharapkan kritik dan saran

yang membangun guna

menyempurnakan skripsi ini.
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